


KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYA}I KTMEITTERIAIT AGAMA
PROVINSI JAUIA TIIVIUR

IVOMOR 225,0 TAIIUN 2OL7
TEN?AITG

PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN / OPERASIOITAL
MADRASATI IBTIDATYA}I YAPIST}IO$ I{OTA SURABAYA

PROVIIISI JAWA TIMUR

DTIIIGAIT RAHMAT TUHAIT YAIIIG MA}IA ESA

KIPALA KAIVTOR WILAYAIr KEMENTERIAfr AGA.}IA PROVIIITSI JAIJTIA TTrr[UIt,

Menimbang a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang berrnutu, perlu memtrerikan kesempatan
masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai clengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa beriaku izln operasionai/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah
hahis.'

bahwa madrasah s€:foagnimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini teLah memenuhi persyaratan perpanjangan izin
pendirian/ operasional madrasah;

C.

Mengingat

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzin
Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH
YAPISTHON KOTA SLTF.ABAYA Provinsi Ja.wa Timur.

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a30t);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentang Standar
Nasional Pendidikan (Lemtraran Negara Republik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4496) Sebagaimana telah diubah dengan
Peraturar.r Pem.eri:etak-r Nor.r.ror 13. Tal,run 2015. tenta*g
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan {l,embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Ta-rrrbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 20OB tentang
Penda-naal Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 91, Tamba-h.an Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor a8641;

h



KEPUTUSAII KEPALA KAITTOR WILAYA}I KTMTNTERIAIT AGATT.TA
PROVINSI JAIIIA TIMUR

IYOMOR 225,0 TA}IUil 2OL7
TEITTAITG

PEMBTRIAN IZII{ PEIVDIRIAIIT / OPERASIOITAL
MADRASAII IBTIDATYAII YAPISTHOITT KOTA SURABAYA

PROVIIISI JAWA TIIUUR

DEIYGAIT RATIMAT TT'HAIT YAIITG MA}IA ESA

KEPALA KATTTOR UIILAYAH KEMEN?ERIA]IT AGAIVIA PROIIIIITSI JAWA TTluUIt,

Menimhang a. bahwa cialam rangka meningkatkan akses pendidikan
madrasah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan
masyarakat melaiui organisasi trerbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah sesuai dengan standar nasional
pendidikan;

b. bahwa masa berlaku izin operasional/pendirian madrasah
sebagaimana tercantum daiam Lampiran Keputusan ini telah
ha!:is;

c. bahwa madasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran
Keputusan ini telah memenuhi persyaratan perpanjangan izir
pendirian/ operasional madrasah;

d" bahwa berdasarkan pertimbangan se-bagaimana dimaksud
dalam huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan
Keputusan Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama
Provinsi Jawa Timur tentang Perpanjangan lzirr
Pendirian/Operasional MADRASAH IBTIDAIYAH
YAPISTHON KOTA SUP-ABAYA Provinsi Jawe Timur'.

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 2O Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 43OU;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Nasional Pendidikan {Lembaran Negara Reputrlik Indonesia
Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan l"embaran Negara Republik
Iadonesia Nomor 44961 Sebagaimana telah diubah dengan
Fera.turan" Fenaerintah- hl.or,aor 13. TahrJr! 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19
Tahun 2OOS tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 -llahun 2008 tentang
Pendaraal Pendidikan {Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2OOB Nomor 91, Tambatran Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4864);

h



4' Peraturan pemerintah Nomor rr Tahun 2oro tentangPengel0laa".13"- penyerenggaraan pendidikan (*mbaranNegara Repubrik Indonesia rirrun 2010 Nomoi 23, TambahanLembaran Negl3 Republik Indonesia Nomor S150)sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah
Nomor 66 Tahun 2010 tentang perubahan Atas peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun z6ro t""t""g pengelolaan danPenyelenggaraen pendidikan (Lembaran "w*g*r" 

Repubriikindonesia Tahun 20rc Nomor rL2, Tambahan LembaranNegara Republik Indonesia Nomor S1S7);

5. Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 24 Tahun 2ao1tentang standar sarana dan prasarana Untuk sekolahDasar/Madrasah . Ibtidaiyah, Sekolah MenengahPertama/Madrasah Tsanauiyah, dan setotatr MenengahAtas/Madrasah AJiyah;

6- Peraturan Menteri pendidikan Nasionar Nomor 15 Tahun 2010tentang standar pelayanan Minimal pendidikan diK-abupate"/\?t" sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Menteri pendidikan din Kebudayaan Nomoir is r"h.r., 2013tentang perubahan Atas peraturan Menteri pendidikan
Nasional Nomor. 15 Tahun 2O7A tentang it rrar. pelayanan
Minimal pendidikan di Kabupaten/ Kota;

7 ' Peraturan Menteri Agama Nomor g0 Tahun 2013 tentangPenyelenggaraan pendidikan Maclrasah, sebagaimanadimaksud dcngan pci:aturan }"{cntcn Ag;;'}+o*or cG Tahun2016 dengan perubahan Ketlua Atas peiaturan Menteri AgamaNomor 9O ?ahun 2013;

I' Keputusan Direktur Jenderar pendidikan Isla*r Nomor 13gSTahun 2a14 tentang petunjuk Teknis p.r.Jirir, MadrasahYang Diselenggarakan oleh Mlsyarakat;

9" Keputusan Direktur -Ienderal pendidikan Islam Nomor sggsTahun 2015 .tentang petunjuk Teknis e..prrir.rg*, IzinPendirian Madrasah, penerbitan surat t<eputusan pengganti
Izin Pendirisn Ma<lrasah Ka'ena Hilang, +en peneruitsn suratKeterangan Kerusakan Dokumen rzin pendirian Madrasah;

: Rekomendasi dari Kepa}a Kantor Kementerian Agama KorASURABA'A Nomor: s - sz+o /Kk. I 3.29. Z t w.,aii fi / 20 16 Tanggat31 Oktober 2016.

ivfemperhadkan

\ienetapkan

MEMUTUSKAN:

: I(EPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA?ENTANG PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN I 
'OTTNASIONAL

MADRASA}I IBTIDAIYAH YAPISTHON KOTA SURANEYA PROYINSIJAWA TIMUR.

: Memberikaa per"pan4ngaa i,,n pendiriar/operasionat ma<lrasahkepada madrasah seuagaimana tercantum darem lqmpiran ],a..gmempalan bsqn tidak terpisahken dari Keput"*", iri.



KBDUA

KETIGA

: Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
KtrsATU dapat dicabut apabila madrasah yang bersangkutan
melakukan pelanggaran sesuai dengan keierrtlan peraturan
perundang-undangan;

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal2l April ZAfi

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

BAHruq



LAMPIRA-}{
KEPUTUSA]'I KEPALA KANTOR
WiLAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR 225A TAHUN 2OI7
TBNTANG
PEMBtrRIAN IZIN PENDIRIAN / OPBRASIONAL
MADRASAH IBTIDAryAF{ YAPISTHON
KOTA SURABAYA
PROVINSI JAWA TIMUR

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERTKAN PERPANJANGAN IZIN PENDIRIAN

KANTOR WILAYAH
AGAMA

JAWA TIMUR,

B^rIrU.q

1 Nama Madrasah YAPISTHON

2 Nomor Statistik Madrasah 1112357801,35

..,
J Alamat Madrasah .IL. PULO IVONOKROI,{O 67

DESA WONOKROMO
ar frT rrnY/nntt/\

h-.E LrllviA i tl,-r\ vv \Jl\\JI\r\\-,M\-,.

KOTA SURABAYA

PROVINSI JAWA TIMUR

a Nama Organisasi Penyelenggara YAYASAN PENDiDIKAN ISLAM AKHUL
WATHON

5 Akte Nntaris Organisasi

Penyelenggara

NO. 39, SITI ANGGRAENIE HAPSARI, SH

6 Pengesahan Akte

Organisasi Penyelenggara

Notaris AHU-O023 1 12.AH.O 1.O4-.?AHUN 20 15 1
13 NOPEMBER 2015


